PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 61 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELESAIAN TUNTUTAN GANTI KERUGIAN DAERAH
TERHADAP PEGAWAI NEGERI BUKAN BENDAHARA ATAU PEJABAT LAIN

ABSTRAK
Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 133 Tahun 2018 tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian
Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain,
ketentuan mengenai tata cara pelaksaaan penyelesaian Tuntutan Ganti

Kerugian Daerah diatur dengan Peraturan Wali Kota;

DASAR HUKUM

¢ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelengaaraan Ncgaraa
Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme);

e Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

e Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2018 tentang
penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri
Bukan Bendahara atau Pejabat Lain;

e Peraturan Mentcri Dalam Negcri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedomaan
Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

e Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan
Perangkat Daerah Kota Sibolga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Sibolga Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 1 Tahun 20 17 tentang Pembentukan

Perangkat Daerah Kota Sibolga;

Catatan :
Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal
diundangkan pada tanggal 20 Oktober 2025 agar setiap orang mengetahuinya,
mengundangkan Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya

dalam Berita Daerah Kota Sibolga






